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M O T T O 

 

1Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka sesungguhnya kesungguhan itu adalah 
untuk dirinya sendiri. 

(Qs Al-Ankabut (29:6)) 
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RINGKASAN 

“Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 
ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi Box Culvret 
pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”; Hudanurina Diah Masitah, 120903101005; 
2015: 71 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Jember.  
 

Pajak merupakan elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena 

sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh melalui 

penerimaan dari sektor pajak. Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan 

negara sangatlah diperlukan. Melihat bahwa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan 

oleh negara Indonesia sangatlah besar. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib 

pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (persero), yang 

bergerak dibidang transportasi sebagai angkutan umum. PT Kereta Api Indonesia 

(persero) adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dalam kegiatan 

usahanya dapat dikenai pungutan pajak. Salah satu kegiatannya dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam usahanya adalah pembangunan untuk pengantian jembatan 

beton menjadi box culvert, yang ditujukan untuk meningkatakan kondisi keamanan 

dan kelayakan lintas kereta api. Melihat kondisi pada plat beton jembatan sudah tipis 

sehingga mudah mengelupas dan dapat menyebabkan longsor, serta pada musim 

hujan aliran sungai dapat menutupi permukaan jembatan. Keadaan tersebut 

menyebabkan kereta api tidak dapat melintasi jembatan karena bisa menyebabkan 

aliran listrik yang ada pada mesin kereta api bermasalah atau mengalami kerusakan. 

Keselamatan penumpang juga dikhawatirkan, karena jika kereta api melintas saat 

jembatan tertutup air dari aliran sungai juga bisa menyebabkan anjlok pada rel kereta 

atau roda kereta api lepas dari pijakan rel. 

Untuk mewujudkan pembangunan prasarana lintas  diadakan kerja sama 

dengan salah satu rekanan yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi, atas 

kerjasama tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 

dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari nilai kontrak jasa konstruksi. 
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Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir penulis dan juga untuk mengetahui tata cara pemungutan PPh 

pasal 4 ayat 2 atas Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi 

Box Culvret pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Adapun kegiatan dalam PKN 

meliputi: (a) Membantu tugas administrasi perkantoran; (b) Mempelajari materi 

terkait dengan PPh passal 4 ayat 2 Jasa Konstruksi Penggantian Jembatan Beton 

Menjadi Box Culvret pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. Pajak yang telah dipungut 

oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember disetor ke Bank persepsi dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) dan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

dengan menggunakan SSP, Daftar bukti pemotongan dan bukti potong. 

Kesimpulan dari Praktek Kerja Nyata di PT Kereta Api DAOP 9 Jember atas 

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi Penggantian Jembatan Beton Menjadi Box Culvret telah sesuai dengan 

dasar hukum perpajakan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya PT Kereta Api DAOP 9 Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah 

terlambat. 
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 Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 

mewujudkan laporan Praktek Kerja Nyata ini. Semoga segala kebaikan bantuan, 

dorongan dan kerja samanya selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhirnya penulis 

berharap laporan Praktek Kerja Nyata yang “Mekanisme Pemotongan, Penyetoran 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Penggantian 

Jembatan Beton Menjadi Box Culvret pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember”. 
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1 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah iuran wajib kepada negara dan dapat dipakasakan pada yang 

wajib membayarnya berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung serta hasilnya digunakan untuk membiaya pengeluaran umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara (Waluyo:2002). Pajak merupakan 

elemen penting di dalam penerimaan suatu negara karena Sebagian besar Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperoleh dari penerimaan sektor pajak. 

Pajak memiliki suatu fungsi antara lain sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengatur. 

Fungsi anggaran dari pajak merupakan sumber dana yang difungsikan untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, salah satunya adalah penyediaan 

barang dan jasa publik serta pembangunan struktur maupun infrastruktur. Fungsi 

kedua adalah pengatur yang memiliki arti bahwa pajak tersebut sebagai alat untuk 

mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial dan ekonomi, yang 

dimaksud mengatur adalah memberikan batasan batasan agar tujuan yang ingin 

dicapai tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan. 

Kontribusi pajak dalam meningkatkan penerimaan negara sangatlah 

diperlukan. Melihat bahwa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh negara 

Indonesia sangatlah besar. Pajak juga penyumbang dana terbesar guna memenuhi 

kebutuhan negara, maka perlu diadakannya beberapa hal untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. Fungsi penerimaan juga dapat di optimalisasi dengan 

ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak. Upaya ini ditempuh 

melalui penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas 

pemungut, dan penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan. Intensifikasi di sektor 

perpajakan dilakukan dengan mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak 

terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam administrasi 
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Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai cara telah dilakukan untuk menigkatkan 

penerimaan pajak melalui berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak 

Penghasilan yang mempunyai potensi sumber penerimaan pajak yang besar di Negara 

ini.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, yang terdiri dari PPh (Pajak Pnghasilan) pasal 21 yang mengatur tentang 

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi. Kedua yaitu PPh pasal 22 

yang berisi tentang peraturan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan 

yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang oleh 

bendaharawan pemerintah dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang 

lain. Ketiga PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 

sebagaimana yang dimaksud PPh pasal 21. Yang terakhir adalah Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak penghasilan yang pemotongannya bersifat final, 

sehingga pemotongan pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Objek penghasilan yang 

dikenai PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi orang pribadi, penghasilan 

berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, 

penghasilan dari transaksi pengalihan harta dan atau bangunan, penghasilan 

sehubungan dengan jasa usaha konstruksi dan penghasilan dari persewaan tanah dan 

atau bangunan. 

Negara memiliki wewenang penuh dalam mengenakan pajak terhadap warga  

negaranya baik Orang Pribadi, Badan maupun Badan Usaha Tetap (BUT) atau badan 

lain yang bukan warga negaranya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu contoh perusahaan sebagai wajib 

pajak dan wajib pungut pajak adalah PT Kereta Api Indonesia (persero) yang 

bergerak dibidang transportasi umum. PT  Kereta Api Indonesia (persero) adalah 
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Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang menyediakan jasa angkutan, dalam 

kegiatan usahanya dapat dikenai pungutan pajak, sehingga PT Kereta Api Indonesia 

wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan dalam kegiatan usahanya adalah melakukan pembangunan untuk 

pengantian jembatan beton menjadi box culvert, hal tersebut dilakukan untuk 

meningkatakan kondisi keamanan dan kelayakan lintas kereta api. Melihat kondisi 

pada plat beton jembatan sudah tipis sehingga mudah mengelupas dan tulangan sudah 

keropos sehingga dapat menyebabkan longsor, serta pada musim hujan aliran sungai 

dapat menutupi permukaan jembatan. Keadaan tersebut menyebabkan kereta api tidak 

dapat melintasi jembatan karena bisa menyebabkan aliran listrik yang ada pada mesin 

kereta api bermasalah atau mengalami kerusakan. Keselamatan penumpang juga 

dikhawatirkan, karena jika Kereta Api melintas saat jembatan tertutup air dari aliran 

sungai juga bisa menyebabkan anjlok pada rel kereta atau roda kereta api lepas dari 

pijakan rel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut PT Kereta Api Indonesia 

(persero) DAOP 9 Jember melakukan proyek pembangunan prasarana lintas.  

Dalam mewujudkan pembangunan prasarana lintas diadakan kerja sama 

dengan salah satu rekanan yang bergerak dibidang jasa usaha konstruksi, kegiatan 

kerjasama dengan rekanan diperoleh melalui penunjukan langsung oleh PT Kereta 

Api Indonesia DAOP 9 Jember, karena kondisi objek pekerjaan mendesak dan 

pembiayaan proyek pekerjaan kualifikasi rendah. Kemudian pihak rekanan 

melakukan pekerjaan konstruksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

kontrak kerja, selanjutnya setelah tercapai PT Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 

IX jember membayarkan dana yang sesuai dalam kontrak kerja. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008 maka pihak rekanan wajib 

dipungut PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dari PT. Kereta Api 

(persero) DAOP 9 Jember sehubungan dengan pelaksanaan jasa usaha konstruksi. 
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Pada tahun 2012 pihak rekanan yang bekerja sama dengan PT Kereta Api 

(persero) menyetorkan sendiri pajak PPh pasal 4 ayat (2) yang terutang atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa konstruksi. Tetapi, pada saat itu pihak 

rekanan tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayar. PT Kereta Api (persero) 

sebagai pihak pemilik pekerjaan mendapat surat teguran dari fiskus agar melunasi 

pajak yang belum dibayar. Adanya surat teguran tersebut, maka PT Kereta Api 

Indonesia DAOP 9 Jember pada tahun 2013 mengubah sistem penyetoran pajaknya 

yang sebelumnya disetorkan oleh pihak rekanan menjadi PT Kereta Api (persero) 

yang memotong, menyetor dan melaporkan pajaknya. 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik mengangkat judul 

: “Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 

4 ayat (2) atas jasa penggantian jembatan beton menjadi box culvert  oleh PT 

Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 9 Jember”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam 

laporan ini adalah ingin mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi penggantian 

jembatan beton menjadi box culvert pada PT. Kereta Api Indonesia (persero) DAOP 

9 jember. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

1.3.1 Tujuan  Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, ada pun tujuan 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), yaitu: 

a. Ingin mengetahui dan memahami secara langsung Mekanisme Pemotongan, 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa penggantian 

jembatan beton menjadi box culvert pada PT Kereta Api Indonesia (persero) 

DAOP IX jember; 

b. Ingin memperoleh pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan administrasi 

perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). 

 

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang lebih jelas tentang 

Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan penghasilan pasal 4 ayat (2) 

atas jasa penggantian jembatan beton menjadi box culvert pada PT Kereta Api 

Indonesia (persero) DAOP IX jember; 

b. Memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan khususnya yang 

berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 

angka 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi 

kemakmuran rakyat (pasal 1 angka 1 UU KUP). 

Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Waluyo 2000:2) Pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat 

dipaksakan) dan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan serta digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memeiliki unsur-unsur : 

a. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

b. Berdasarkan Undang-Undang. 

Pajak diungut berdasarkan aturan yang ada di dalam Undang-Undang serta 

aturan pelakasanaannya. 

c. Tanpa jasa timbal balik secara langsung dari negara. 

Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya keuntungan individual oleh 

pemerintah.  

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.1.1 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak melalui  ciri-ciri  yang melekat pada pengertian pajak  dari 

berbagai definisi, dapat diuraikan fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu 

sebagai berikut : 

a. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair) yang merupakan salah satu 

sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. 

Sebagai contoh pajak dimaksudkan ke dalam komponen penerimaan 

dalam negeri pada APBN (Anggaran Perbelanjaan Biaya Negara);  

b. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang 

mewah. 

 

2.1.2 Pengelompokan Pajak 

Mardiasmo (2011:5-6) pajak dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, 

adalah sebagai berikut : 

a. Menurut golongan 

1) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan secara ekonomi. Contoh : Pajak 

Penghasilan; 

2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya bersifat insedentil, 

contoh : Pajak pertambahan nilai. 
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Secara ekonomis, untuk membedakan pajak langsung dengan pajak tidak 

langsung, dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur yaitu : 

1) Penanggung jawab pajak (tax payer), adalah orang yang secara formil 

yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat factor atau 

kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak; 

2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti 

ekonomis memikul beban pajak; 

3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat 

Undang-undang harus memikul beban pajak (destinaris). 

b. Menurut sifat 

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagaiannya 

berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut : 

1) Pajak Subyektif, yaitu pajak pajak dalam pengenaannya 

memperhatikan kondisi wajib pajak; 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objek tanpa 

memperhatikan keadaan wajib pajak. 

c. Menurut pemungut dan pengelolanya 

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang 

mewah, dan bea materai; 

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

tingkat I dan tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. otonom tingkat I dan tingkat II. Pajak daerah dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : pajak daerah tingkat I (propinsi) yaitu: Pajak 

rokok, pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaa. dan pajak 

daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten) yaitu: pajak bumi dan 

bangunan, pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran.  
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2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Tata cara  pemungutan pajak menurut (Mardiasmo:2011)  dapat dibagi 

menjadi 3 stelsel : 

1) Stelsel nyata 

Pegenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah 

penghasilan riil diketahui); 

2) Stelsel Anggapan 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

udang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, 

tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya; 

3) Stelsel Campuran  

Stelsel campuran ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan 

suatu anggapan, kemudian pada akhirnya tahun besarnya pajak 

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak 

menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka 

wajib pajak harus menambah. Sebaiknya, jika lebih kecil kelebihannya 

dapat diminta kembali. 
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b. Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:7) asas pemungutan pajak dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) yakni : 

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara memiliki hak untuk megenakan pajak terhadap warganya baik 

yang berpenghasilan dari luar negeri maupun luar negeri; 

2) Asas sumber 

Pajak dapat dikenakan dari pengasilan yang bersumber dari wilayah  

negara tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak; 

3) Asas Kebangsaan  

Pajak dapat dikenai pada kebangsaan asing yang tinggal di Indonesia, 

asas ini berlaku untuk orang asing yang tinggal di Indonesia. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut (Waluyo dan wirawan:2000) pemungutan pajak dikenal beberapa 

sistem pemugutan, yaitu: 

a. Official Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan terhadap fiskus untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh wajib sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak 

untukmenghitung sendiri jumlah pajaknya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

c. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak yang wewenang dalam menghitung jumlah pajak 

terutangnya dilimpahkan pada pihak ketiga sesuai peraturan perundang-

undangan. 
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2.1.5 Tarif  Pajak 

Ada 4 macam tarif pajak Mardiasmo (2011:9)  yaitu sebagai berikut: 

a. Tarif sebanding berupa prosentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak; 

b. Tarif  tetap tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang sama; 

c. Tarif Progresif, presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah 

yang dikenai pajak semakin besar; 

d. Tarif degresif, presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan atas penghasilan 

perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Mardiasmo (2011:135) 

menyatakan bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan 

Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diterima atau perolehannya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut 

dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. 

 Peraturan perundang-undang yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia 

adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 
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2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan  pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak 

dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Subyek Pajak Orang Pribadi 

1) Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat tinggal atau berada 

di indonesia ataupun di luar Indonesia; 

2) Subyek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan: 

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subyek 

pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. 

Penunjukan warisan yang belum dibagi sebagai subyek pajak pengganti 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari 

warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan; 

b. Subyek Pajak Badan 

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yag merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi 

perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan badan 

usah milik daerah dalam nama dan bentuk apapun yang menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subyek 

pajak; 

c. Subyek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertepat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. 

 

2.2.3  Obyek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 

penghasilan yang termasuk obyek pajak adalah : 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 
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gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam undang undang ini; 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah hadiah dari undian, pekerjaan dan 

kegiatan seperti hadiah undian tabungan, lalu yang dimaksud dengan 

penghargan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan 

tertentu, misalnya penemuan benda purbakala; 

d. Laba usaha; 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta: 

1) Keuntungan karena pengalian harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya ssebagai pengganti saham atau penyertaan modal.  

2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.  

3) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus. 

f. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

g. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

h. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen  dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

i. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

j. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

k. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

l. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; 

m. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 
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n. Selisih lebih karena penilaian kembali aset; 

o. Premi asuransi; 

p. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

q. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

r. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

s. Imbalan bunga sebgaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tatacara perpajakan; 

t. Surplus bank Indonesia. 

 

2.2.4 Tidak termasuk objek pajak 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan pasal 4 ayat (3) yang tidak termasuk objek pajak adalah: 

a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para 

penerima zakat yang berhak. Dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan 

atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk 

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara 

pihak-pihak yang bersangkutan; 

b. Warisan; 

c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau penyertaan modal; 

d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah; 
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e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 

beasiswa; 

f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD, dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di 

Indonesia. 

g. Deviden berasal dari cabangan laba yang ditahan; 

h. Bagi perseroan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor 

dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut. 

i. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai; 

j. Penghasilan dari modal yang ditanamkan  oleh dana pension sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan; 

k. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 

firma, dan kongsi; 

l. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh reksadana selama 5 tahun 

pertama sejak pendirian perusahaan atau  pemberian izin usaha; 

m. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan 

usaha tersebut : 

n. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sector usaha yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan; 

o. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 
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2.2 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 

2.3.1 Pengertian Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) 

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) pengertian pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib 

pajak pada saat menerima penghasilan, penghasilan tersebut berupa penghasilan 

bunga deposito atau tabungan lainnya, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, 

bunga atau diskonto obligasi dan surat berharga atas penghasilan bunga obligasi, 

penghasilan atas hadiah undian, penghasilan atas persewaan tanah dan atau bangunan, 

penghasilan atas jasa konstruksi meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan 

konstruksi dan pengawasan konstruksi, bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi, dividen yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

 Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak 

penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, untuk penghasilan-penghasilan tertentu yang 

ditetapkan Peraturan Pemerintah.  Dalam keseharian lebih dikenal dengan sebutan 

singkat PPh Final karena memang hampir seluruhnya bersifat final. Pengertian final 

dalam konteks PPh Final ini adalah bahwa Wajib Pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan tersebut tidak perlu menghitung lagi PPh yang terutang atas 

penghasilan tertentu tersebut di SPT Tahunan PPh. Pelunasan PPh-nya harus 

dilakukan pada setiap bulan saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. 

Mekanisme pelunasannya bisa melalui pemotongan oleh pemberi penghasilan atau 

harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak penerima penghasilan. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Penghasilan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)  

a. Penghasilan bunga deposito/ tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan 

yang yang di tempatkan diluar negeri, diskonto sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), dan jasa giro. Hal ini diatur dalam peraturan Pemerinah Nomor 131 

Tahun 2000, Keputusan Menteri Keuangan nomor 51/KMK.04/2001; 
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b. Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri, untuk lebih 

jelasnya pajak mengenai hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah 

nomor 14 Tahun 1997; 

c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga, atas pajak penhasilan bunga 

obligasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 

sebagaimana telah diubah terakir dengan peraturan Pemerintah Nomor 100 

tahun 2013 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK/.011/2012; 

d. Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam peraturan Pemerintah 

Nomor Tahun 2000 dan Keputuan Dirjen Pajak Nomor kep.395/PJ/2001; 

e. Pajak penghasila atas persewaan tanah dan atau bangunan diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002; 

f. Jasa konstruksi, meliputi perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan 

pengawasan konstruksi, pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaiman telah 

disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008; 

g. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan 

atau bangunan. Pajak Penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan atau 

bangunan diatur dala peraturan pemerintah  Nomor 48 Tahun 1994 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2008, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-28/pj/2013; 

h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak 

orang pribadi. Pajak Penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

112 Tahun 2010; 

i. Dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

Pajak Penghasilan atas dividen tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2010. 
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2.3.3 Subyek  Pajak Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 

Menurut Resmi (2014:154-167) subjek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) 

adalah: 

a. Orang pribadi atau badan dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang 

menerima penghasilan atas bunga tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia; 

b. Orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek; 

c. Orang pribadi atau badan dalam negeri dan luar negeri serta bentuk usaha 

tetap yang menerima bunga obligasi termasuk diskonto obligasi; 

d. Orang pribadi atau badan atau badan yang menerima hadiah atau badan; 

e. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari 

persewaan tanah dan atau bangunan; 

f. Penyedia jasa konstruksi yaitu orang pribadi atau badan termasuk bentuk 

usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik 

sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi 

maupun sub-subnya; 

g. Orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak 

atas tanah dan atau bangunan; 

h. Orang pribadi sebagai anggota koperasi yang mempunyai simpanan di 

koperasi tersebut dan memeperoleh atau menerima bunga atas simpanannya; 

i. Orang pribadi dalam negeri yang bertindak sebagai pemegang saham suatu 

perseroan, pemegang polis suatu perusahaan asuransi, dan anggota koperasi 

yang menerima sisa hasil usaha. 
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2.3.4 Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) objek pajak 

yang dikenakan adalah sebagai berikut : 

a. Penghasilan atas bunga diskonto dan tabungan serta diskonto surplus Bank 

Indonesia. Termasuk bunga dalah bunga yang diterima atau diperoleh dari 

deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang 

didirikan atau berkedudukan di Indoesia atau cabang bank luar negeri di 

Indonesia. Diskonto SBI adalah selisih antara nilai nominal dengan harga jual 

SBI yang dilakukan oleh dana pensiun dan bank yang menjual kembali 

sertifikat Bank Indonesia kepada pihak lain; 

b. Penghasilan atas transaksi saham dan sekuritas lainnya dan transaksi 

penjualan saham di bursa efek Indonesia. 

c. Penghasilan berupa bunga obligasi termasuk diskonto obligasi; 

d. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun 

(dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, misalnya menginap di hotel 

berbintang); 

e. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan berupa 

tanah,rumah,rumah susun, apartement, kondominium, gedung perkantoran, 

rumah, kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri; 

f. Penghasilan dari jasa berupa jasa konstruksi yakni jasa perencanaan 

konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi; 

g. Penghasilan yangditerima oleh orang pribadi atas pengalihan atas tanah dan 

atau bangunan; 

h. Penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang diterima oleh anggotanya; 

i. Penghasilan dari deviden yaitu bagian laba dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diterima oleh pemegang saham atas kepemilikan saham dari 

suatu peseroan. 
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2.3.5 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

a. Keputusan Menteri Keuangan No 4 Tahun 2001, atas penghasilan bunga 

diskonto dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia besarnya tarif 

PPh yang dipotong adalah : 

1) Wajib Pajak dalam negeri dan (Badan Usaha Tetap) BUT dengan tarif 

20% dari Jumlah bruto deposito dan tabungn serta sertifikat bank 

Indonsia; 

2) Wajib Pajak luar negeri selain (Badan Usaha Tetap) BUT dengan 20 

% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak 

berganda. 

b. Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, mengenai penghasilan atas 

Transaksi saham dan sekuritas lainnya besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) 

yang dipotong adalah : 

1) Semua transaksi penjualan saham dengan tarif dari jumlah bruto nilai 

transaksi penjualan; 

2) Transaksi pemilik saham sendiri dengan tarif 0,1% dan tambahan 

0,5% jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham 

pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada 

perusahaan pasangan usahanya. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2012 mengenai penghasilan atas 

bunga obligasi besarnya tarif PPh yang dipotong adalah: 

1) Bunga Obligasi dengan tarif 20%  dari Jumlah bruto bunga sesuai 

dengan kepemilikan obligasi untuk wajib pajak dalam negeri dan 

(Badan Usaha Tetap) BUT. Untuk wajib pajak luar negeri selain BUT 

sebesar 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran 

pajak berganda dari jumlah bruto bunga sesuai dengan kepemilikan; 

2) Diskonto obligasi dengan kupon dengan tarif 15% dari Selisih lebih 

harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan untuk wajib pajak 

dalam negeri dan BUT 20% dari Selisih lebih harga jual atau nilai 
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nominal di atas harga perolehan untuk wajib pajak luar negeri selain 

BUT; 

3) Bunga dan atau diskonto obligasi dengan tarif 15% dari Selisih lebih 

harga jual atau nilai nominal untuk wajib pajak redaksana yang 

terdaftar pada badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan; 

d. Keputusan Dirjen Pajak Nomor 395 Tahun 2001, mengenai penghasilan atas 

hadiah undian besarnya pph yang dikenakan adalah Orang Pribadi atau Badan 

yang memperoleh hadiah atau undian dengan tarif 25% dari jumlah bruto 

hadiah undian; 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002, mengenai penghasilan atas 

persewaan Tanah dan atau bangunan, besarnya tarif pph pasal 4 yang 

dipotong adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh penghasilan atas 

persewaan tanah dan atau bangunan dengan tarif 10% dari Jumlah Bruto nilai 

persewaan tanah dan atau bangunan; 

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 Tahun 2008, mengenai penghasilan 

atas jasa konstruksi, besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang dipotong adalah : 

1) Pelaksanaan, Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 

dengan tarif 2% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN 

didalamnya; 

2) Pelaksanaan, Penyedia usaha yang tidak memiliki kualifikasi usaha 

dengan tarif 4% dari nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN 

didalamnya; 

3) Pelaksanaan, Penyedia jasa selain dua di atas dengan tarif 3% dari 

nilai pekerjaan dan tidak termasuk PPN didalamnya; 

4) Perencanaan atau pengawasan, penyedia jasa yang memiliki 

kualifikasi usaha dengan tarif 4% dari nilai pekerjaan dan tidak 

termasuk PPN didalamnya; 
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5) Perencanaan atau pengawasan, Penyedi jasa yang tidak memiliki 

kualifikasi usaha dengan tarif 6% dari nilai pekerjaan dan tidak 

termasuk PPN didalamnya. 

g. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 28 Tahun 2009 mengenai penghasilan atas 

pengalihan tanah dan atau bangunan. Besarnya tarif PPh pasal 4 ayat (2) yang 

dipotong adalah : 

1) Orang pribadi atau badan atau dipungut oleh bendaharawan atau 

pejabat yang berwenang dengan tarif 5% Jumlah buto nilai pengalihan 

yaitu nilai tertinggi antar nilai berdasarkan akta pengalihan hak dan 

nilai jual objek pajak tanah dan bangunan; 

2) Yang melakukan usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 

berupa pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun 

sederhana dengan tarif 1% dari jumlah buto nilai pengalihan yaitu nilai 

tertinggi antar nilai berdasarkan akta pengalihan ak dan nilai jual objek 

pajak tanah dan bangunan; 

3) Yang melakukan usaha pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan 

berupa pengalihan selain hak atas rumah dan rumah susun sederhana 

dengan tarif 5% dari jumlah buto nilai pengalihan yaitu nilai tertinggi 

antar nilai berdasarkan akta pengalihan hak dan nilai jual objek pajak 

tanah dan bangunan. 

h. Peraturan Menteri Keuangan 112 Tahun 2010, mengenai penghasilan atas 

bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang 

pribadi. Besarnya tarif  PPh pasal 4 ayat (2) yang dikenakan adalah Orang 

Pribadi atau Badan yang memiliki bunga simpanan lebih dari Rp 240.000 dari 

10% jumlah bruto simpanan; 

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2010, Mengenai penghasilan 

yang diterima  atas pembagian deviden, besarnya tarif pph pasal 4 ayat (2) 

adalah Orang Pribadi yang memegang saham suatu perseroan dengan tarif 

10% dari jumlah bruto deviden. 
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2.4 Pengertian Jasa Konstruksi  

2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 187/PMK.03/2008, jasa konstruksi 

adalah layanan konsultasi perencanaan pekerjaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

 

2.4.2 Jenis Pekerjaan Konstruksi  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 187/PMK.03/2008, jenis pekerjaan 

konstruksi adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional dibidang perencanaan jasa konstruksi 

yang mapu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 

bangunan fisik lain. 

b. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau 

badanyang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa 

konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan 

suatu hasil perencanaan menjadi bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya 

pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam 

model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan 

(engineering, procurement and construction) serta model penggabungan 

perencanaan dan pembangunan (design and build) 

c. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan 

yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi 

sampai selesai dan diserahterimakan. 
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2.4.3 Kualifikasi Jasa Usaha Konstruksi 

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 

2008 tentang registrasi jasa usaha pelaksanaan konstruksi menjelaskan bahwa: 

a. Untuk golongan usaha perorangan, memiliki kualifikasi grade 1, dengan batas 

nilai satu pekerjaan maksimal Rp 50.000.000,00 

b. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 2, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 300.000.000,00 

c. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 3, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 0 sampai dengan Rp 600.000.000,00 

d. Untuk golongan usaha kecil, memiliki kualifikasi grade 4, memiliki batas nilai 

satu pekerjaan Rp 1.000.000.000,00  

e. Untuk golongan usaha kecil menengah kualifikasi grade 5, memiliki batas 

nilai satu pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan Rp 1.0 000.000.000,00 

f. Untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 6, memiliki batas nilai satu 

pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 

g. Untuk golongan usaha besar kualifikasi grade 7, memiliki batas nilai satu 

pekerjaan Rp 1000.000.000 sampai dengan tak terbatas. 

 

 

2.5 Akuntansi Pajak 

2.5.1 Pengertian Akuntansi Pajak 

Menurut (Muljono:2006) Akuntansi adalah urutan Kegiatan proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan, dan penyajian dengan cara tertentu atas transaksi 

keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap 

hasilnya. Sedangkan akuntansi pajak adalah akuntansi pajak adalah akuntansi yang 

berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan Undang-

Undang perpajakan dan aturan pelaksanaan perpajakan. 
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2.4.1 Fungsi Akuntansi Pajak 

Fungsi akuntansi pajak (Muljono:2006) adalah mengolah data kuantitatif yang akan 

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan 

perpajakan. Tujuan kuantitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut : 

a. Relevan 

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan, 

antara data yang dimiliki wajib pajak dengan adanya kewajiban ataupun hak 

yang timbul dalam kegiatannya dengan perpajakan. 

b. Dapat dimengerti 

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus dapat 

dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh fiskus. 

c. Daya uji 

Laporan keuangan yang dihasilakn dalam akuntansi pajak harus mempunyai 

daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak akan menghasilkan 

amgka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain. 

d. Netral  

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak 

memihak kepada wajib pajak atau pihak lain termasuk pihak Negara. 

e. Tepat waktu 

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, 

sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib 

pajak. 

f. Daya banding 

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya 

banding, terutama dengan peraturan perpajakan. 

g. Lengkap  

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak 

terdapat data yang terakumulasi dalam laporan keuangan. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Sejarah singkat perusahaan 

Kehadiran Kereta Api pertama di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan 

Belanda hingga saat ini, melalui beberapa rangkaian sejarah berikut ini: 

3.1.1 Jaman Pemerintah Belanda  

 Sejarah perkeretaapian di Indonesia diawali pencangkulan pertama 

pembangunan jalan kereta api di desa kemijen pada tahun 1884 , oleh Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda, Mr.L.A.J Baron sloet van den beele. Pembangunan 

diprakarsai oleh “Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg 

Maastschappj” (NV.NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari kemijen 

menuju desa tanggung  26 km dengan lebar sepur 1,435mm. Ruas jalan ini dibuka 

untuk angkutan umum pada 10 Agustus 1864. Pembangunan jalan baja dilanjutkan 

kejalur-jalur lainnya, serta diikuti oleh perusahaan swasta tersebut diseluruh Pulau 

Jawa. Adapun perusahaan-perusahaan yang mendapat konsensi untuk membangun 

jalan baja selengkapnya adalah: 

a. NIS (Nederlands Indisce Spoorweg Maatschappj) 

b. SCS (Semarang Cirebon Stoomtram Maatschappj) 

c. SDS (Sereyudai Stoomtram Maatschappj) 

d. SJS (Semarang Juana Stroomtram Maatschappj) 

e. MAD.SM (Madura Stoomtram Maatschappj) 

f. DJS (Duts Java Stoomtram Maatschappj) 

g. KSM (Kediri Stoomtram Maatschappj) 

h. MSM (Malang Stoomtram Maatschappj) 

i. Md.SM (Mojokerto Stoomtram Maatschappj) 

j. Ps. SM (Pasuruan Stoomtram Maatschappj) 

k. Pb. SM (Probolinggo Stoomtram Maatschappj) 
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l. NIT (Nederlands Indische Tram Maatschappj) 

m. BET (Batavia Electriche Tram Maatschappj) 

Sedangkan pembuatan jalan kereta api juga dilakukan pada beberapa daerah 

seperti Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Aceh. Pelaksanaan 

pembangunan dilakukan oleh Staat Spoorwegwn (ss), sedangkan untuk daerah 

sumatera utara pembanguna jalan keretaa api oleh Deli Spoorwgen Maatschappj 

(DSM). 

 

3.1.2 Jaman Penjajahan Jepang 

 Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang berhasil mengalahakan pemerintahan 

Blanda dalam rangka pelaksanaan polotik Asia Timur Raya. Pada pemerintahan 

Jepang ini Perkeretaapian Indonesia dibagi menjadi dua daerah yaitu: 

a. Daerah Sumatera di bawah pimpinan Angkatan Laut atau Kaigirin dengan 

nama Tetsundo Tai dengan pusat di Bukit Tinggi. 

b. Daerah Jawa Madura di bawah pimpinan Angkatan Darat atau Rikuyu Kyoku 

dan berubah menjadi Tetsudo Kyuko yang berkantor pusat di Bandung. 

Lebar kereta seluruh jaringan jalan baja di pulau Jawa diubah seluruh menjadi 

1.067 mm. Pada masa pendudukan jepang, diterima tenaga-tenaga banga indonesia 

menjadi pegawai dari yang berpendidikan tinggi, menengah, dan yang berpendidikan 

dasar. Seluruhnya dibina dalam kursus-kursus yang sangat bermanfaat bagi 

kelestarian dan kemajuan perkeretaapian Indonesia. 

 

3.1.3 Masa Proklamasi Kemerdekaan 

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu, setelah 

Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu dan berakibat sangat 

mengerikan. Merupakan saat yang baik bagi Bangsa Indonesia untuk menegakkan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan memproklamasikan Kemerdekaan 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian terjadi pengambil alihan 

pimpinan pusat perkeretaapian pada tanggal 28 Agustus 1945 yang kemudian 
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dijadikan sejarah berdirinya perkeretaapian Indonesia dengan nama  DKARI (Jawatan 

Kereta Api Indonesia) 

 Kereta api pada masa tersebut berfungsi sebagai alat angkutan yang vital baik 

untuk angkutan penumpang maupun barang, karena angkutan lainnya mengalami 

kesulitan bahan bakar. Dengan demikian peranan kereta apai pada masa tersebut 

sangat penting bagi pengangkutan peralatan dan keperluan perang lainnya. 

Pemerintah pusat pada waktu itu hijrah dari Jakarta ke Yogyakarta juga menggunakan 

kereta api. 

 

3.1.4 Masa Perang Kemerdekaan 

 Pada tahun 1945-1950 bagi Republik Indonesia dikenal dengan masa 

kemerdekaan. Kereta api sebagai salah satu unsur sarana, mengalami gejolak-gejolak 

yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut dilatarabelakangi oleh beberapa 

peristiwa, yaitu adanya prundingan-perundingan diplomatik, pertempuran, gigihnya 

pemerintah dan rakyat indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. 

 Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali kereta api dari 

DKRI kepada SS milik belanda. Pada saat diadakan perundingan status perusahaan-

perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa kereta 

api harus dikuasai oleh negara, akhirnya perusahaan swasta menyetujui pada tanggal 

6 januari 1950 Pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah No.2 

yang isinya menyatakan bahwa DKARI dan SS/VS (staat Spoorwegwen atau 

Verenign Sporwegbedrjf) digabung dalam satu jawatan dengan nama jawatan kereta 

api (DKA) seja tanggal 1 januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS/VS menjadi 

pegawai DKA berikut beserta kekayaan, hak, dan kewajiban. 
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3.1.5 Peleburan DKA dan PNKA 

 Sejak tanggal 13 desember 1957 semua peusahaan kereta api milik swasta 

menjadi milik pemerintah Republik Indonesia berasarkan Undang-Undang No.86 

Tahun 1957 mengenai nasionalisme perusahaan milik Belanda, sedangkan seluruh 

perkeretaapian di Indonesia digabung dalam satu jawatan dengan nama Jawatan 

Kereta Api (DKA). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 

1959 khusus untuk daerah sumatera Utara. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 

Tahun 1960 tentang perusahaan negara, yang pelaksanaannya dimulai tanggal 1 

januari 1965. 

 

3.1.6 Sesudah tahun 1970 

 Guna menyehatkan perusahaan pada tahun 1971, PNKA diakhiri dengan di 

tetapkannya UU No. 9 Tahun 1969 perihal bentuk-bentuk perusahaan negara, dengan 

PP No. 61 Tahun 1971, yang terhitung mulai tanggal 5 september 1971 bentuk 

PNKA dialihkan dalam PERJAN degan nama Perusahaan Jawatan Kereta Api 

(PJKA). Namun peraturan pelaksanaannya dalam rangka penempatan baru 

dituangkan dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 73/PHB-75 

Tahun 1975, perihal kedudukan pokok, susunan organisasi yang sesuai dengan 

bentuk susunan PERUMKA kemudian perkeretaapian mulai berangsur berbenah diri. 

Sejak tanggal 1 juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 42 Tahun 

1988 mulai berlaku stuktur organisasi yang baru, dimana PJKA terbagi atas: 

a. Kantor Pusat 

b. Wilayah Usaha Jawa 

c. Eksploitasi Sumatera Utara 

d. Eksploitasi Sumatera Barat 

e. Eksploitasi Sumatera Sumatera. 
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Terjadinya perubahan-perubahan organisasi tersebut, maka luas atau keleluasaan 

organisasi malah semakin sempit. Adapun fungsi dari perubahan PERUMKA adalah 

sebagai berikut: 

a. Melaksanakan angkutan umum di atas rel secara massal, tertib, dan teratur. 

b. Melaksanakan angkutan sebagai penunjang angkutan di atas rel kereta api. 

c. Menyelenggarakan jasa pelengkap yang behubungan dan mnunjang tugas 

pokok tersebut. 

d. Mengajukan tarif yang wajar sesuai dengan asas-asas perusahaan tanpa 

meninggalakan fungsi pelayananan umum. 

e. Meningkatkan daya guna dan hasil guna aparatur jawatan kereta api. 

f. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok berdasarkan peraturan perundangan 

yang berlaku. 

g. Pengamanan teknis atas pelayanan tugas pokoknya sesuai dengan 

kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan serta 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan kereta api dalam kedudukannya sebagai perusahaan lambat laun 

harus mebiayai diri sendiri dan tidak tergantung pada subsidi pemerintah. Dalam 

rnagaka pelimpahan sebagai wewenang dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 

1990, tanggal 30 Oktober 1990 diubah bentuknya menjadi PERUMKA, diharapkan 

perkeretaapian Indonesia maju dan berkembang menjadi lebih besar lagi. 

3.1.7 Tahun 1999 Sampai Sekarang 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1998 tentang peralihan 

bentuk (perum) kereta api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Imas Fatimah, SH serta 

diharapkan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanannya kepada 

penumpang kereta api dan tidak mengecewakan. 
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3.2 Profil Singkat PT. Kereta Api (Persero) 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau disingkat PT KAI adalah Badan 

Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT 

Kereta Api Indonesia meliputi angkutan penumpang dan barang. 

3.2.1 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi perusahaan: 

Penyedia jasa transportasi kereta api sebagai pilihan utama dengan: 

a. Seluruh lapisan masyarakata adalah pelanggan 

b. Berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan kehandalan 

c. Pelopor dalam pembangunan dan berwawasan lingkungan 

d. Karyawan bangga dan sejahtera 

e. Keuangan perusahaan sehat. 

Misi perusahaan: 

a. Mewujudkan alat transportasi yang bersifat massal untuk pertumbuhan 

ekonomi serta menunjang sekor lain dan pemerataannya. 

b. Mampu menghidupakan diri sendir dan memupuk keuntungan meningkatkan 

kualitas dan pelayanan. 

3.2.2 Tugas dan Fungsi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

 Daerah Opersai 9 Jember mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

pengusaha angkuatan kereta api, seta merumuskan dan menyusun, program 

pembinaan dan pengendalian pelaksanaan angkutan penumpan dan atau barang di 

wilayah Daerah Operasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, daerah operasi 9 

jember mempunyai fungsi: 

a.  Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), administrasi kerumahtanggaan 

dan umum, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pengujian, pengendalian 

dan pembinaan hygiene perusahaan, kesehatan (HIPERKES) dan keselamatan 

kerja. 

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 

 

 
 

b. Pendayagunaan keuangan,serta pelaksanaan dan pembinaan anggaran 

akuntansi. 

c. Pemeriksaan Keuangan. 

d. Pelaksanaan hubungan masyarakat di daerah. 

e. Pemeliharaan dan pengendalian jalan rel dan jembatan operasi dan pemasaran. 

f. Pemeliharaan dan pengendalian operasi dan pemasaran. 

g. Pemeliharaan dan pengendalian sinyal, telekomunikasi dan listrik umum. 

3.2.3 Makna Karakter Logo Kereta Api 

 Logo atau lambang suatu perusahaan memiliki makna khusus yang dapat 

menggambarkan kegiatan perusahaan dan juaga menyiratkan ciri khas perusahaan 

secara utuh. Berikut ini adalah makna karakter logo Kereta Api: 

Gambar 3.1 Logo Kereta Api  

 

Gambar lambang 3 Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis 

PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya. Dua (2) Garis warna orange 

melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan 

kepada pelanggan internal dan eksternal. Anak panah berwarna putih melambangkan 

Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan 

Prima. Satu (1) Garis lengkung berwarna biru melambangkan semangat Inovasi yang 

harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke pelanggan. Inovasi dilakukan 

dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil 

sehingga dapat melesat. 
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3.2.4 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (persero) DAOP 9 Jember 

Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu didasarkan pada pertimbangan 

yang cermat terhadap semua faktor yang mempengaruhi peranan penting terhadap 

berhasil tidaknya operasi perusahaan. Lokasi perusahaan dibedakan menjadi dua 

pengertian: 

a. Tempat kedudukan perusahaan yaitu tempat dimana prusahaan yang 

bersangkutan berada. 

b. Tempat kediaman perusahaan yaitu temapat dimana perusahaan melakukan 

aktivitasnya. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember berlokasi di jalan Dahlia 

No. 2 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Kedudukan 

berada di daerah administrasi Jember berada di lintas utara yang menghubungkan 

kota Surabaya dan kota Banyuwangi. Menurut Keadaan geografis terletak pada 113 

derajat BT dan 8 derajat BB LS serta ketinggian kurang lebih 83 m di atas permukaan 

laut. 

Luas wilayah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember meliputi 

Kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan Utara sampai Panarukan, 

yang terbagi menjadi dua lintas yaitu: 

a. Lintas Raya 

Lintas raya terdiri dari dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil-Jember 

sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru mulai dari Kabat sampai 

Banyuwangi Baru. 

b. Lintas Cabang  

Cabang lintas terdiri dari stasiun Kalisat sampai Panarukan-Situbondo yang 

saat ini sudah tidak beroperasi lagi. 

 Luas wilayah PT.Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember meliputi 

209.695 km lintas raya, 222.525 lintas cabang dan panjang jaringan rel kereta api 

kurang lebih 340,5 km. 
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3.3 Struktur Organisasi 

 Organisasi adalah bentuk kerja sama antara sekelompok orang-orang 

berdasarkan suatu perjanjian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi 

merupakan bentuk kerja sama dimana terdapat konfigurasi yang disebut struktur 

bentuk organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember adalah 

organisasi garis, yang merupakan salah satu sembilan daerah operasi yang ada di 

Indonesia. 

Struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember 

dimulai tingkat pusat yaitu Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesai (Persero) 

tersebut membawahi langsung beberapa Kepala Daerah Operasi (KADAOP). 

Masing-masing Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang bersangkutan. 

Untuk mengetahui struktur organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 9 Jember, serta tugas dan wewenangnya dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Berikut ini Tugas dan Wewenangnya : 

1. Daerah Operasi 9 Jember mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab atas 

tercapainya Visi dan Misi perusahaan yang diselenggarakan melalui daerah 

Operasi di wilayah geografisnya, yaitu: 

a. Target pendapatan dan efisiensi biaya; 

b. Keselamatan, pelayanan, kenyamanan dan ketepatan waktu; 

c. Kesiapan dan kehandalan sarana atau prasarana perkereta apian; 

d. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, termasuk kelestarian lingkungan; 

e. Optimalisasi sumberdaya Perusahaan; 

f. Terjalinnya operasi perjalanan Kereta Api serta keamanan dan ketertiban; 

g. Terkendalinya aktivitas operasi layanan konsumen, penjualan dan customer 

care; 

h. Efektifitas penyelengaraan kerjasam atau kemitraan dengan pihak eksternal; 

i. Terjaganya perimbangan alokasi sumber daya terkait dengan angkutan Kereta 

Api jarak jauh  dan Kereta Api jarak pendek; 

j. Terkoordinasinya seluruh aktivitas operasi bisnis perkeretaapian, yang 

diselenggarakan di wilayah geografisnya, baik aktivitas unit-unit organisasi di 

Daerah Operasi maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh unit vertikal 

Kantor Pusat; 

k. Memastikan bahwa semua resiko pada proses bisnis di dalam lingkup Daerah 

Operasi diidentifikasi, diukur (assessed) dievaluasi, direspon atau dimitigasi, 

dikontrol dan dipantau dengan semestinya secara berkelanjutan; 

l.  Mewakili Perusahaan di wilayah geografisnya dalm hubungan dengan pihak 

eksternal sesuai lingkup tanggung jawab dan bisnis Daerah Operasi. 

Kepala Daerah Operasi 9 Jember dalam menjalankan tugas pokok dan 

tanggung jawabnya, dibantu oleh beberapa Manager dan Junior Managre , yaitu: 

a. Manager Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum; 

b. Manager Keuangan; 
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c. Manager Sarana; 

d. Manager Jalan Rel dan Jembatan; 

e. Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

f. Manager Operasi; 

g. Manager Komersial; 

h. Manager Pelelangan; 

i. Junior Manager Pusat Pengendalian Kereta Api; 

j. Junior Manager Hubungan Masyarakat Daerah; 

k. Junior Manager Hukum; 

2. Seksi Sumber Daya Manusia dan Umum. 

Manager  Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peneingkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolahan resiko di seksinya; 

c. Menyusun program pengelolaan dan evaluasi kineja Sumber Daya Manusia 

(SDM); 

d. Mengelola Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan; 

e. Mengelola dokumen Perusahaan serta kegiatan administrasi 

kerumahtanggaan, protokoler dan umum; 

f. Pelaksanaan perawatan bangunan dinas di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember.  

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Manager Sumber Daya 

Manusia (SDM) dan Umum dibantu oleh beberapa Assistant Manager, yaitu:  
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a) Junior Manager Sumber Daya Manusia (SDM), mempunyai tugas dan 

tanggung jawab melaksanakan pengelolaaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

meliputi: 

1) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM); 

2) Administrasi dan sistem informasi Sumber Daya (SDM); 

3) Pembinaan atau pengembangan; 

4) Pelatihan; 

5) Sertifikasi serta pengendalian atau evaluasi kinerja Sumber Daya 

Masyarakat (SDM). 

b) Assistant Manager Hygiene Perusahaan, Kesehatan Kerja (HIPERKES) dan 

Lingkungan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengamanan atau (HIPERKES); 

2) Ergonomi dan psikologi kerja; 

3) Melaksanakan pengujian kesehatan pegawai atau pejabat; 

4) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan keselamatan kerja;  

5) Perlindungan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja dari berbagai 

peralatan kerja dan material yang bebahaya; 

6) Menyediakan bahan dan alat keselamatan kerja. 

c) Assistant Manager Dokumen dan kerumahtangaan, mempunyai tugas dan 

tangung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan atau penata dokumen perusahaan dan 

perundang-undangan perkeretaapian dan peraturan-peraturan releven 

lainnya; 

2) Melaksanakan kegiatan protokoler; 

3) Tata usaha; 

4) Pengadaan perlengkapan dan keperluan kantor dan Alat Tulis Kantor 

(ATK); 

5) Pencatatan barang-barang inventaris; 
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6) Pengaturan dan pelaksanaan transportasi (pool mobil) dan akomodasi 

perkantoran; 

7) Pengurusan wisma atau mess; 

8) Pengarsipan surat-menyurat dinas. 

d) Assistant Manager Perawatan Bangunan Dinas, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: merencanakan dan melaksanakan perawatan bangunan-

bangunan dinas (bangunan kantor, stasiun, rumah jabatan griya karya dan 

bangunan atau fasilitas pendukung operasi lainya) di Wilayah Daerah Operasi 

9 Jember. 

3. Seksi Keuangan  

Manager keuangan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

tugas dan tangung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di 

Wilayah Daerah Operasi I jakarta; 

b. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan  Daerah 

Operasi dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta 

pelaksanaan anggaran. 

c. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality imporovement) 

secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya; 

d. Membina pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan 

Daerah Operasi; 

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan 

pembayaran gaji pengawai dan non pegawai, pengesahan pembayaran 

kepada piahak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan atau usaha  

keuangan; 

f. Melaksanakan penagihan atas piutang usaha dari perusahaan angkutan 

penumpang, barang dan perusahaan aset. 
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Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya manager Keuangan 

dibantu oleh seorang Junior Manager dan beberapa Assistant Manager, yaitu: 

a) Assistant Manager Penagihan, mempunyai tugas dan tangung jawab: 

melaksanakan penagiahan piutang usaha dari perusahaan angkutan 

penumpang, barang dan perusahaan aset; 

b) Assistant Manager Anggaran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 

Daerah Operasi; 

2) Melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta 

pelaksanaan anggaran. 

c) Assistant Manager Akuntansi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi. 

d) Assistant Manager Keuangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pajak; 

2) Pengesahan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai; 

3) Pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga; 

4) Penyelesaian Dokumen analisa dan tata usaha keuangan; 

5) Penerbitan Rekening. 

4. Seksi Sarana  

Manager Sarana, mempuanyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan denagn 

tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di 

Wilayah Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvment) 

secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di 

seksinya; 
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c. Menyusun program anggaran penyiapan saran Siap Operasi, perawatan 

rutin, pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan sarana (Lokomotif, 

Kereta dan Gerbong); 

d. Menyusun program penyiapan Lokomotif Siap Operasi, perawatan rutin 

dan pengendalian perawatan Lokomotif; 

e. Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong Siap Operasi, 

perawatan rutin dan pengendalian perawatan Kereta dan Gerbong; 

f. Melaksanakan pemantauan, pengawasan pemeriksaan dan pembinaan 

mutu pekerjaan teknis perawatan sarana, administrasi teknis perawatan 

sarana, keuangan dan pergudangan untuk seluruh wilayah Seksi Sarana 

Daerah Operasi 9 Jember; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis 

(UPT) yang berada di bawah Seksi di Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sarana Daerah Operasi 9 Jember, terdiri 

dari:   

a. Assistant Manager Program Anggaran Sarana, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Menyusun program anggaran penyiapan sarana siap operasi; 

2) Perwatan rutin; 

3) Penegndalian dan evaluasi keinerja atau efisiensi anaggaran perawatan 

sarana (Lokomotif, Kereta, Gerbong). 

b. Assistant Manager Perawatan Lokomotif, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Lokomotif siap operasi; 

2) Perawatan rutin pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Lokomotif. 

c. Assistant Manager Kereta dan Gerbong, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Menyusun program penyiapan Kereta dan Gerbong siap operasi; 

2) Perawatan rutin; 
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3) Pengendalian dan evaluasi kinerja perawatan Kereta dan Gerbong. 

5. Seksi Jalan Rel dan Jembatan  

Manager Jalan Rel dan Jembatan mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi yang kebiajakan yang berkaitan dengan 

tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di 

Wilayah Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) 

secara berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety di 

seksinya; 

c. Melakukan penyususnan program kerja atau anggaran dan pengendalian, 

serta evaluasi kineraja efektifitas atau efisisensi perawatan jalan rel, sepur 

samping dan jembatan; 

d. Melakukan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis perawatan 

sertya pemeliharaan kebaikan opersi jalan rel, sepur samping dan 

jembatan; 

e. Melaksanakan penyususna program kerja atau perencanaan teknis 

perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian sarana atau mesin 

Perawatan Jalan Rel (MPJR) berikut fasilitas perawatannya serta evaluasi 

perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan; 

f. Pelaksanaan pemantauan, pengawasab pemeriksaan dan pembinaan mutu 

teknis perawatan jalan rel, sepur samping dan jembatan, serta administrasi 

oprasional perwatan prasarana tersebut; 

g. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada dibawah Seksi Jalan Rel dan Jembatan DI wilayahnya. 

Assistant Manager di bawah Manager Jalan Rel dan jembatan Daerah Operasi 

9 Jember, terdiri dari: 

a) Assistant Manager Program Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: 
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1) Melaksanakan penyususnan; 

2) Pengendalian program kerja atau anggaran serta evaluasi kinerja 

afektifitas atau efesiaensi anggaran perawatan jalan rel, sepur simpang 

dan jembatan. 

b) Assistant Manager Konstruksi Jalan Rel dan Jembatan, mempunyai tugas 

pokok: 

1) Melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan teknis 

perwatan;   

2) Termasuk desain untuk penanganan perbaikan adarurat atau ringan; 

3) Pemeliharaan kebaikan operasi prasarana tersebut. 

c) Assistant Manager Fasilitas Sarana Perawatan Jalan Rel dan Jembatan dan 

atau Evaluasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyususnan program kerja dan perencanaan teknis 

perawatan atau pemeliharaan dan pengoprasian  Mesin Perawatan 

Jalan Rel (MPJR), baik mesin berat maupun ringan; 

2) Fasilitas pemeliharaan atau perwatan sarana Mesin Perawatan Jalan 

Rel (MPJR); fasilitas pemeliharaan atau perawatan jembatan serta 

evaluasi kinerja perawatan jalan rel, sepur simpang dan jembatan. 

6. Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik 

Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Meneruskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yangtelah di tetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 

c. Menyusun program anggran dan evaluasi kinerja perawatan Sinyal, 

Telekomunikasi dan Listrik; 
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d. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Sinyal; 

e. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Telekomunikasi; 

f. Menyusun program dan melaksanakan perawatan Listrik; 

g. Menjamin ketersediaan dan kenaikan peralatan Sinyal, Telekomunikasi dan 

Listrik; 

h. Melaksakan peratuaran, pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada di bawah seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik di 

Wilayahnya. 

Assistant Manager dibawah Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Daerah 

Operasi 9 Jember, terdiri dari: 

a) Assistant Manager Program dan Anggaran Perwatan SINTELIS, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: melkasnakan penyusunan program anggaran adan 

evaluasi kinerja perawartan Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik; 

b) Assistant Manager Perawatan Sinyal, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

melaksanakan penyusunan program perawatan Sinyal; 

c) Assistant Manager Perwatan Telekomunikasi dan Listrik, mempunyai tugas 

dan tanggung jawab: melaksanakn penyususnan program perwatan peralatan 

Telekomunikasi adan Listrik. 

7. Seksi Operasi  

Manager Operasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualiatas (quality improvement) secara 

berkelanjutan, pengelolaan resiko dan terjaminnya safety seksinya; 
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c. Melaksanakan pemantauan, penagwasan, pemeriksaan dan pembinaan mutu 

pekerjaan teknis operasi Stasiun dan dalam Kereta Api, administrasi teknis 

operasional dan keuangan diseluruh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Stasiun, 

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pelayanan Operasi Sarana Telekomunikasi 

dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengnedali Operasi Kereta Api pada 

wilayah Daerah Operasi 9 Jember; 

d. Melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lokomotif, Kereta dan gerbong 

yang siap operasi, merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan 

gerbong pengaturan dan evakuasi kinerja pelaksanaan program perjalanan 

kereta api, serta melaksanakan tata usaha Telekomunikasi atau Telegram 

Maklumat (TEM); 

e. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian keamanan dan ketertiban 

operasi (di atas kereta api dan di stasiun) dan di lingkungan Daerah Operasi; 

f. Melaksanakan pelayanan pengendalian operasi kereta api secara terpusat dan 

terpadu di wilayah Derah Operasi; 

g. Melaksanakan pelayanan operasi sarana telekomunikasi dan pemberian 

informasi atau telegram; 

h. Melaksanakan kegiatan angkutan penumpang dan atau barang; 

i. Menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran kegiatan angkutan kereta api; 

j. Menjalankan pembinaan teknis terhadap Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

yang berada dibawah Seksi Operasi di Wilayahnya. 

Junior Manager Pusat Pengndalian Kereta Api (KA), mempunyai tugas dan 

tangungg jawab melaksanakan pengendalian: operasi kereta api, operasi saranadan 

operasi prasarana secara terpusat dan terpadu diseluruh lintas wilayah Daerah 

Operasi, melaksanakn evaluasi terhadap paerjalanan Kereta Api (KA), yang terdiri 

dari: 

a) Senior Supervisor Perancangan dan Evaluasi dan Tata Usaha mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 
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1) Melaksanakn penyiapan rencana pengendalian operasi kereta api; 

2) Mengevaluasi dan melaporkan statistik operasi kereta api; 

3) Maelaksanakan tata usaha dan pembinaan pegawai. 

b)  Senior Supervisor Pengendalian Operasi Kereta Api, mempunyai tugas dan 

tanggung jawab: 

1) Melaksanakan pengendalian operasi kereta api: 

2) Melaksanakan pengaturan dan mengkoordinasikan tugas-tugas PPKA 

atau berfungsi sebagi PPKT (Pengantar Perjalanan Kereta Api Terpusat) 

melalui komunikasi radio atau sluran atau fisik atau alat komunikasi 

lainnya. 

c) Senior Supervisor Operasi Radio yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksanakan pemantauan realisasi operasi kereta api; 

2) Melakukan koordinasi penanggulangan masalah dengan sektor-sektor 

terkait dengan menggunakan pesawat radio. 

d) Senior Supervisor Pengendalian Sarana yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab : 

1) Melaksanakan pemantauan; 

2) Pengendalian peredaran lokomotif; 

3) Kereta yang tidak sedang dalam perwatan di Depo Lokomotif dan Depo 

Kereta di Daerah Operasi. 

Assistant Manager dibawah Manager Operasi Daerah Operasi 9 Jember 

terdiri dari: 

a) Assisten Manager Perjalan Kereta Api, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan kereta dan gerbong yang siap 

operasi; 

2) Merumuskan pemanfaatan dan pembagian kereta dan gerbong; 

3) Pengaturan dan evaluasi kinerja pelaksanaan program perjalan kereta api; 
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4) Malaksanakan tatat usaha Telekomunikasi atau Telegram Muklamat 

(TEM). 

b) Assisten Manager Pelayanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

merencanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan peyanan di 

stasiun dan di atas Kereta Api. 

c) Assisten Manager Keamana dan Ketertiban, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

1) Melaksnakan pemantauan; 

2) Melaksanakan kpengendalian keamanan; 

3) Melaksanakan Ketertiban Operasi (di atas kereta api dan di  stasiun); 

4) Di Lingkungan Daerah Operasi termasuk penegamnan aset perusahaan; 

5) Melaksanakn pembinaaan terhadap POLSUSKA. 

d) Assisten Manager Operasi Saran, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Menyusun perencanaan dinasan Masinis atau Assisten Masinis; 

2) Perencanaan dinasn Sarana; 

3) Melaksanakan evaluasi dinasan Masinis atau Assisten Masinis dan Sarana; 

4) Pembinaan Masinis atau Assisten Masinis. 

8. Seksi Komersial 

Manager Komersial, Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

tugasdan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor pusat, di wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara 

berkelanjutan dan pengelolaan resiko di seksinya. 

c. Melaksanakan perusahaan jasa angnkutan penumpang, angkutan barang dan 

perusahaan asset; 

d. Mengelola jasa angkutan penumpang dan barang: melakukan survei/riset 

pemasaran pembangunan produk atau jasa termasuk pemaketan layanan, 
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pengelolaan basis data pemasaran, pembuatan peramalan program penjualan, 

dan evaluasinya, menjaga administrasi pentarifan, melakukan pemantuan 

pelayanan, melaksanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran, 

mengelola logistik penjualan angkutan penumpang, mengelola saluran 

distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket perjalanan atau wisata; 

e. Mengelola costumer care dan costumer retention, termasuk penyelesaian 

klaim asuransi, servic recovery serta penanganan insiden yang menimpa 

pengguna jasa; 

f.  Mengusahakan asset stasiaun dan sarana, mengelola perusahaan asset Right 

of Way dan asset di luar stasiun, melakukan rencana, evaluasi dan 

pengendalian peruahaan asset dan kerjasama operasi; 

g. Membuat perencanaan program dan melaksanakan perawatan hard ware dan 

jaringan yang mendukung implementasi software-nya. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Manager Komersial dibantu 

oleh beberapa Assisten Manager, yaitu: 

a) Assisten Manager Angkutan Penumpang dan Costumer Care, mempunyai 

tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan penumpang; 

2) Melakukan survei riset pemasaran pengembangan produk atau jasa 

termasuk pemaketan layanan. 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melakssanakan strategi promosi dan komunikasi pemasaran; 

9) Mengelola logistik penjualan angkuatan penumpang; 
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10) Mengelola saluran distribusi, keagenan, pelanggan korporat dan paket 

perjalanan atau wisata; 

11) Melakukan pelayaan angkutan dinas termasuk pelayanan 

KBD/KAD/SAD/SAC/Karsus; 

12) Mengelola costumer care, costumer retention, call center; 

13) Pelayanan informasi di stasiun; 

14) Pengelolaan kotak sarana; 

15) Pelayanan keluhan pelanggan; 

16) Pemantauan website; 

17) Pengelolaan data base pelanggan; 

18) Penyelesaian klaim asuransi; 

19) Service recovery 

20) Penanganan insiden yang menimpa pengguna jasa.  

b)  Assisten Manager Angkutan barang mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Melaksanakan penyusunan program dan evaluasi kinerja pemasaran 

angkutan barang; 

2) Melakukan survei atau riset pemasaran pengembangan produk atau jasa. 

3) Mengelola basis data pemasaran; 

4) Membuat peramalan; 

5) Program penjualan dan evaluasinya; 

6) Menjaga administrasi pentarifan; 

7) Melakukan pemantauan pelayanan; 

8) Melaksanakan strategi promosi dan kominikasi pemasaran; 

9) Melaksanakan pelayanan angkutan barang dinas. 

c) Assisten Manager Perusahaan Aset, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Atas penggunaan asset stasiun dan sarana; 

2) Perusahaan asset Right of Way (ROW) dan aset di luar stasiun, 

perencanaan, dan evaluasi; 

3) Pengendalian perusahaan assset dan kerjasama operasi. 
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d) Assisten Manager Sistem Informasi, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

1) Perencanaan program; 

2) Pelaksanaan perawatan hard ware; 

3) Jaringan yang mendukung implementasi system informasi yang ada di 

wilayahnya; 

4) Mendukung implementasi software-nya. 

9. Pelelangan 

Manager Pelelangan, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas 

dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan dikantor pusat, di Wilayah 

Daerah Operasi 9 Jember; 

b. Menyiapakan kelengkapan dokumen lelang; 

c. Melaksanakan pelelangan dan penatausahaan administrasi pelelangan. 

10. Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA) 

Junior Manager Hubungan Masyarakat daerah, mempunyai tugas dan tanggung 

jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 

b. Melaksanakan fungsi Corporate Image Building; 

c. Mengelola informasi dan komunikasi di dalam perusahaan (internal) dan 

menjalin hubungan dengan media massa di luar perusahaan; 

d. Melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) di wilyahnya. 

11. Hukum 

Junior Manager Hukum, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang terkait dengan tugas dan 

tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah 

Operasi 9 Jember; 
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b. Memberikan pertimbangan dan pendampingan atau bantuan hukum di dalam 

dan diluar pengadilan serta menjadi sumber informasi hukum dan peraturan 

bagi pegawai atau pejabat di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember. 

c. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait. 

Para Kepala Satuan Organisasi di Lingkungan PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) DAOP 9 Jember adalah pemimpin disatuan organisasi masing-masing, 

untuk itu mereka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Berkewajiban untuk memimpin, membina, mengarahkan, mengawasi secara 

melekat (WASKAT), memberikan keteladanan, bimbingan, dan petunjuk 

untuk kelancaran tugas terhadap bawahan masing-masing. 

b. Bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilaksanakan oleh karean 

kepemimpinannya baik yang bersifat positif maupun negatif. 

Setiap pemimpin organisasi berkewajiban untuk selalu mengikuti dan mentaaati 

petunjuk pelaksanan teknis, prosedur kerja, reglemen (peraturan dinas) dan peraturan 

umum yang berlaku, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta selalu 

menyampaikan laporan berkala kepada atasannya secara tepat waktu. 

Para Kepala Satuan Organisasi wajib menganalisis dan mengelola setiap laporan 

yang disampaikan oleh bawahan sebagi bahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas 

dan penanganan permasalahan di unit kerjanya, pemberian pengarahan atau petunjuk 

lebih lanjut kepada bawahan serta penyusunan laporan kepada atasan. 

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tebusan laporan wajib disampaikan 

kepada Kepala Satuan Organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya para Kepala Satuan 

Organisasi wajib berpedoman kepada uraian jabatan (Job Description) dan peraturan-

peraturan yang masih berlaku.  
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BAB  4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA 

 

4.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Praktek Kerja Nyata adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 

setiap mahasiswa D III Perpajakan apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan 

minimal 100 SKS. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut merupakan salah satu 

syarat guna menyusun Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata untuk memperoleh gelas 

Ahli Madya (A.md) Perpajakan program Studi D III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember. Kegiatan 

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan teori 

yang telah diterima selama dalam perkuliahan terhadap dunia kerja secara nyata 

khususnya di bidang administrasi perpajakan. 

 Pada program praktek kerja nyata ini, mahasiswa diberi kebebasan dalam 

memilih objek pelaksanaan kegiatan PKN, tetapi objek tersebut harus memiliki 

hubungan dengan kegiatan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut penulis memilih 

objek pelakasaan PKN di PT Kereta Api Indonesia yang merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum 

melaksanakan PKN adalah proses pengurusan admnistrasi sebagai syarat dalam 

melaksanakan PKN sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Berikut 

ini adalah tahapan yang harus dilakukan: 

a. Melakukan survei ditempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

PKN, yaitu di PT Kereta Api Indonesia (Persero); 

b. Mengajukan proposal pengajuan PKN kepada fakultas, lalu pihak fakultas 

membuat surat pengantar yang kemudian diserahkan kepada PT. Kereta Api 

Indonesia Daerah Operasi 9 Jember; 

c. Mendapatkan surat izin dari dari PT Kereta Api Indonesia untuk melaksanakan 

magang ditempat tersebut sesuai bidang yang diinginkan oleh mahasiswa, yaitu 

unit Pelelangan atau pengadaan barang dan jasa. 
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d. Menyerahkan surat izin yang diperoleh dari PT Kereta Api kepada fakultas, dari 

surat izin tersebut fakultas membuat surat tugas untuk mahasiswa yang 

digunakan untuk melaksanakan PKN di PT Kereta Api DAOP 9 Jember. 

 

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

 Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daop 9 Jember pada unit Pengadaan Barang dan jasa. Pelaksanaan PKN 

dilakukan selama 1 (satu) bulan yang dimulai pada tanggal 16 Februari sampai 

dengan 16 Maret 2015. 

Jadwal Kegiatan PKN pada PT Kereta Api Indonesia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 jadwal kegiatan PKN 

No Hari Jam Kerja 

(a) (b) (c) 

1 Senin – Jumat 07.45 – 16.45 WIB 

2 Sabtu Libur 

 

 

4.3 Kegiatan yang Dilakukan Selama Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 Praktek kerja nyata (PKN) merupakan rangkaian dari kegiatan perkenalan dan 

adaptasi dalam kegiatan administrasi perkantoran pada PT Kereta Api DAOP 9 

Jember. Penulis dilibatkan untuk membantu pekerjaan kantor dan sekaligus mencari 

tahu tentang proses penanganan perpajakan yang ada di  PT Kereta Api DAOP 9 

Jember. Namun, jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh penulis tidak begitu 

banyak, mengingat kesibukan staf karyawan dengan pekerjaan masing-masing. Pada 

hari pertama PKN penulis disambut baik oleh staf karyawan yang ada di Unit 

pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Setelah itu penulis diperkenalkan pada Staf 

Administrasi Keuangan yang menangani administrasi perpajakan PT Kereta Api 
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(Persero) DAOP 9 Jember. Adapun Kegiatan yang dilakukan selama PKN adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Daftar kegiatan praktek kerja nyata 

NO 
JADWAL 

KEGIATAN 
JENIS KEGIATAN 

PENGAWASAN 

KEGIATAN 
HASIL 

(a)       (b)                 (c)             (d)     (e) 

1. Minggu 

Pertama 

16-20 

Februari 2015 

a. Perkenalan dengan 

manager Pengadaan 

barang dan jasa 

beserta stafnya. 

 

 

b. Pemberian 

penjelasan tentang 

tata tertib kegiatan 

PKN oleh manager 

unit Pengadaan 

barang dan jasa. 

 

c. Memperoleh 

penjelasan tentang 

petunjuk 

pelaksanaan kerja 

pada unit Pengadaan 

barang dan jasa. 

d. Mengikuti senam 

pagi hari jumat. 

a. Junior 

Manager Unit 

Pengadaan 

barang dan 

jasa. 

a. Mengetahui 

pejabat yang 

ada pada unit 

PT Kereta 

Api Daop 9 

Jember. 

b. Mengetahui 

tata tertib 

yang ada di 

PT Kereta 

Api Daop 9 

Jember. 

 

c. Mengetahui 

tentang 

pelaksanaan 

kerja di unit 

PBJ. 

 

d. Memperoleh 

kesegaran 

jasmani. 
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2. Minggu 

Kedua 

23-27 

Februari 2015 

a. Mengikuti 

pertemuan bersama 

rekanan dalam hal 

pembukaan sampul 

penawaran dari 

rekanan. 

 

b. Membantu 

mengecek 

kelengkapan berkas 

penawaran yang 

diusulkan rekanan. 

 

c. Membantu 

mengarsip data dan 

bukti kerjasama 

dengan PT Kereta 

Api DAOP 9 

Jember. 

 

 

a. Supervisor 

unit 

Pengadaan 

barang dan 

jasa. 

a. Dapat 

melaksanakan 

kegiatan 

pembukaan 

dokumen 

penawaran. 

 

b. Mengetahui 

tentang 

berkas 

dokumen 

penawaran. 

 

c. Memperoleh 

pengetahuan 

tentang cara 

mengarsip 

data. 

3. Minggu 

Ketiga 

2-6 Maret 

2015 

a. Konsultasi tentang 

pengambilan objek 

pajak dan pembuatan 

judul laporan PKN. 

 

 

b. Membuka dan 

mempelajari 

dokumen yang 

berkaitan dengan 

a. Manager unit 

keuangan 

a. Memperoleh 

bimbingan 

tentang 

pengambilan 

judul laporan 

PKN 

b. Mengetahui 

tentang proses 

pemotongan 

PPh pasal 4 
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pemugutan pajak 

penghasilan pasal 4 

ayat 2 

 

 

c. Mengumpulkan data 

data yang 

berhubungan  dengan 

judul laporan PKN 

 

d. Mengikuti senam 

pagi hari jumat. 

ayat 2 pada 

PT Kereta 

Api DAOP 9 

Jember. 

 

c. Memperoleh 

data yang 

digunakan 

untuk 

lampiran 

laporan PKN 

d. Memperoleh 

kesegaran 

jasmani. 

4. Minggu 

Keempat 

9-16 Maret 

2015 

a. Melengkapi data 

infomasi tentang 

pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2. 

b. Berpamitan dan 

perpisahan dengan 

manager dan staf di 

unit pengadaan 

barang dan jasa, 

manager dan staf di 

unit keuangan serta 

humas di unit SDM. 

a. Junior 

manager unit 

pengadaan 

barang dan 

jasa dan 

manager unit 

keuangan 

beserta staf 

a. Memperoleh 

informasi dan 

data untuk 

laporan PKN 
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4.4 Pelaksanaan dan Pembayaran atas Penggantian Jembatan Beton Menjadi 

Box Curlvet pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 9 Jember 

 

4.4.1 Pelaksanaan Kerjasama PT Kereta Api dengan Rekanan 

Awal terjadinya kerja sama dengan rekanan adalah adanya kegiatan untuk  

mewujudkan pembangunan atas penggantian jembatan beton menjadi box culvert, 

dalam proses pelaksanaan kerja sama tersebut pihak yang memiliki pekejaan yaitu 

unit jalan rel dan jembatan. Kerjasama diperoleh melalui  penunjukan langsung pihak 

rekanan. Penunjukan langsung pihak rekanan dilakukan karena adanya kebutuhan 

mendesak pada kondisi objek pekerjaan. Sebelum melakukan kontrak kerjasama 

dengan rekanan berikut ini adalah tahapan kegiatan Unit Jalan rel dan jembatan 

dalam persiapan penunjukan rekanan yang akan melakukan proyek pekerjaan : 

1. Unit Jalan rel dan jembatan melakukan justifikasi pekerjaan, yaitu membuat 

alasan atau dasar dilakukannya pekerjaan tersebut, melalui stock opname oleh 

resort jembatan terhadap kondisi jembatan dilintas. Dari hasil stock opname 

dapat diketahui bahwa plat beton terlalu tipis dan tulangan keropos atau tidak 

memenuhi standarisasi, sehingga perlu diadakan penggantian. 

2. Manager Unit Jalan rel dan Jembatan membuat nota permohonan dana kepada 

Unit Keuangan sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

3. Unit Keuangan memberikan ACC atas nota permohonan yang di usulkan oleh 

Unit Jalan rel dan Jembatan. 

4. Kemudian user (Unit Jalan rel dan Jembatan) membuat Rancangan Kerja dan 

Syarat (RKS) yang akan ditujukan pada rekanan sebagai syarat kerjasama. 

Setelah itu user membuat surat undangan untuk 3 calon  rekanan yang ditunjuk 

untuk mengikuti pelelangan pekerjaan.  

5. Calon rekanan membuat surat penawaran harga dan dilampiri surat akumulasi 

pekerjaan kemudian dikirim pada Unit Jalan rel dan Jembatan  

6. Setelah itu Unit Jalan rel dan Jembatan melakukan pertemuan dengan pihak 

rekanan dengan acara pembukaan berkas penawaran. Pada saat itu user 
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memeriksa kelengkapan berkas yang dilampirkan, berkas tersebut harus berisi: 

analisis harga satuan, salinan sah dari akta pendirian perusahaan, NPWP dan 

PKP, pakta integritas, daftar harga bahan dan ongkos kerja, daftar rencana 

pelaksanaan pekerjaan, dan  referensi bank. 

7. Setelah pembukaan penawaran dan pemerikasaan dokumen, user melakukan 

negosiasi harga dengan rekanan. Berdasarkan penawaran harga yang dibuat 

oleh rekanan, user menawarkan harga dibawah nota permohonan dana yang 

sudah di ACC. Setelah terjadi negosiasi harga maka user membuat keputusan 

penetapan pemenang terhadap rekanan yang sepakat atas harga yang ditentukan 

oleh PT Kereta Api, pihak rekanan pemenang kerjasama tersebut adalah CV 

Adhit Karya. 

8. Unit Jalan rel dan Jembatan membuat daftar pekerjaan dan surat perintah kerja 

yang ditandatangani oleh manager jalan rel dan jembatan dan pihak rekanan. 

Dari hasil penunjukan langsung pihak rekanan, yang menjadi pemborong 

pekerjaan adalah CV Adhit Karya. CV Adhit Karya adalah perseroan komanditer 

yang bergerak dalam bidang jasa khususnya pelaksanaan jasa konstruksi yang 

ditunjuk oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai rekanan. Berdasarkan surat 

perjanjian kerja sama dengan nomor KU.003/X/18/D.9-2014 Tanggal 24 Oktober 

2014, CV Adhit karya melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan beton menjadi 

box culvet di  Bh 266 KM. 60+574 Antara Bangil-Pasuruan lintas Bangil-Probolinggo 

wilayah resor 9.1 Probolinggo. Pelaksanaan konstruksi dilakukan untuk mengganti 

plat beton pada jembatan yang terlalu tipis dan tulangan yang keropos pada wilayah 

lintas PT Kereta Api DAOP 9 Jember.  

Setelah proyek pekerjaan kontruksi selesai 100%, CV Adhit karya membuat surat 

permintaan pengujian pemeriksaan hasil pekerjaan pada Unit jalan rel dan jembatan. 

Selanjutnya Unit jalan rel dan jembatan menunjuk panitia penguji barang atau jasa 

melakukan pengujian terhadap hasil pekerjaan kontruksi yang dikerjakan oleh CV 

Adhit Karya. Dari hasil  pengujian tersebut dinyatakan dengan baik, sesuai dengan 
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yang disyaratkan dalam surat perintah kerja. Berdasarkan hasil pengujian yang telah 

dinyatakan baik maka CV Adhit Karya menyerahkan hasil pekerjaan tersebut. 

Kemudian CV Adhit Karya masih melakukan pemeliharaan atas pekerjaan 

penggantian jembatan selama 15 hari, setelah masa pemeliharaan selesai panitia 

penguji barang atau jasa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang kedua. Dari 

hasil  pengujian tersebut dinyatakan dengan baik, kemudian CV Adhit Karya 

menyerahkan hasil pekerjaan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. 

 

4.4.2 Tata Cara Pembayaran atas Jasa Konstruksi Penggantian pada PT Kereta Api 

Indonesia DAOP 9 Jember 

Dalam surat rencana kerja dan syarat sehubungan dengan kegiatan penggantian 

jembatan tersebut telah disepakati mengenai harga dan tata cara pembayarannya. 

Pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan konstruksi tersebut pemberi kerja tidak 

memberikan uang muka kepada penyedia jasa. Pembayaran dilakukan setelah 

pekerjaan selesai 100% secara fisik dan telah di uji oleh panitia penguji barang dan 

jasa serta telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada PT Kereta Api 

Indonesia DAOP 9.  

CV Adhit Karya melakukan penagihan dengan cara mengirimkan nota tagihan 

pembayaran dilampiri dengan berita acara pemeriksaan pekerjaan dan berita acara 

penyerahan pekerjaan pada unit Jalan rel dan Jembatan di kantor PT Kereta Api 

Indonesia DAOP 9 Jember. Untuk melakukan pembayaran atas penagihan tersebut 

pihak Unit Jalan rel dan Jembatan menyerahkan dokumen nota tagihan kepada Unit 

Keuangan. Sebelum melakukan pengesahan pembayaran Unit Keuangan terlebih 

dahulu mengecek kelengkapan dokumen. Setelah kebenaran dokumen diketahui, 

Pejabat Pengesahan Pembayaran (PPP) menerbitkan bukti pembelian langsung 

barang atau jasa (A13A) dan membuat surat permintaan pembayaran (A9) dalam 3 

lampiran yaitu: untuk pembayaran kepada rekanan, pembayaran Pajak Pertambahan 

Nilai, dan Pembayaran Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. Surat permintaan 

pembayaran (A9) dibuat untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan PT Kereta Api 
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Indonesia DAOP 9 Jember. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening CV 

Adhit Karya sesuai dengan surat perjanjian. Proses pembayaran dilakukan paling 

lambat dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah nota tagihan dikirim oleh rekanan. 

 

 

4.5 Kewajiban Perpajakan yang Dilakukan Oleh PT Kereta Api Persero DAOP 

9 Jember  

Sebagai wajib pajak badan PT Kereta Api Persero DAOP 9 Jember dalam 

kegiatan kerjasama atas penggantian jembatan beton yang dikerjakan oleh CV Adhit 

Karya, memiliki kewajiban sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak atas 

penghasilan yang diterima oleh CV Adhit Karya sehubungan dengan jasa konstruksi 

atas penggantian jembatan beton menjadi box culvret. Dalam proyek pekerjaan 

tersebut yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah rekanan atau CV Adhit Karya 

dan yang menjadi objek pajak penghasilan adalah imbalan atau upah sehubungan jasa 

konstruksi yang dikerjakan oleh CV Adhit Karya. Berikut ini adalah proses 

perpajakan yang dilakukan PT Kereta Api : 

4.5.1 Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) 

PT Kereta Api Persero DAOP 9 Jember sebagai WAPU (Wajib Pungut) pajak 

dari kegiatan usahanya salah satunya yaitu kerjasama dengan CV Adhit Karya atas 

jasa konstruksi penggantian jembatan beton menjadi box culvert. Dalam kerjasama 

tersebut dilakukan transaksi oleh PT Kereta Api pada CV Adhit Karya atas pekerjaan 

jasa konstruksi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak 

penghasilan atas jasa usaha konstruksi, maka penghasilan yang diterima sehubungan 

atas pelaksanaan jasa konstruksi dikenai pemotongan pajak penghasilan pasal (4) ayat 

2 dengan tarif sebesar 2% dari penghasilan bruto tidak termasuk PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) didalamnya. Adapun Penghitungan PPh pasal 4 ayat (2) adalah 

sebagai berikut : 
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1. Rumus Penghitungan Pajak Pertambahan nilai (PPN) yang dipotong oleh PT 

Kereta Api DAOP 9 Jember adalah: 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  =  100/110 x Nilai transaksi bruto 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x Dasar Pengenaan Pajak 

2. Rumus penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang 

dipotong  oleh PT Kereta Api DAOP 9 Jember adalah: 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)  =  100/110 x Upah atau  Nilai transaksi bruto 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 = 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)   

Contoh Kasus: 

CV Adhit Karya menerima pekerjaan pelaksanaan konstruksi dari PT Kereta Api 

dengan nilai transaksi sebesar Rp 114.679.000,. (termasuk PPN). 

Jawab: 

a) Menghitung besarnya PPN yang dipotong dari upah: 

DPP = 100/110 x Rp.114.679.000 

 = Rp 104.547.273 

PPN = 10% x Rp104.547.273 

                    = Rp 10. 131. 727 

b) Menghitung besarnya PPh pasal 4 ayat (2) dari upah: 

PPh Pasal 4 Ayat 2 = 2% x DPP 

= 2% x Rp 104.547.273 

= Rp 2.090.945 
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Dari penghitungan diatas, penjurnalan dalam sistem akuntansi adalah sebagai berikut: 

a. Jurnal pemotongan PPh pasal 4 ayat 2  

Biaya penggantian jembatan  Rp 114.679.000 

Hutang PPN    Rp   10.131.727 

Hutang PPh pasal 4 ayat 2  Rp     2.090.945 

 Kas          Rp 102.456.328 

 

b. Jurnal penyetoran pajak ke Bank persepsi 

PPh pasal 4 ayat 2    Rp     2.090.945 

Hutang PPN    Rp     10.131.727 

 Kas pada pajak terutang  Rp 12.222.672 

PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dipotong oleh PT Kereta Api atas jasa 

konstruksi penggantian jembatan beton menjadi box culvret yang dikerjakan oleh CV 

Adhit Karya adalah sebesar Rp 2.090.945,. dan harus disetor dengan menggunakan 

SSP (Surat Setoran Pajak) ke Bank persepsi. 

 

4.5.2 Proses Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 maka 

PT Kereta Api sebagai pengguna jasa dari jasa konstruksi yang disediakan oleh CV 

Adhit Karya atas penggantian jembatan maka PT Kereta Api DAOP 9 Jember wajib 

melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2  dalam hal pengguna jasa 

merupakan pemotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan pada saat penghasilan 

dibayarkan atas nilai kontrak kepada rekanan. Setelah itu PT Kereta Api sebagai 

pihak pemotong pajak berkewajiban memberikan bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2 pada rekanan. Bentuk, isi dan tata cara pengisian dari 

bukti pemotongan pajak Pasal 4 ayat 2 harus sesuai dengan format yang telah 

ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 01/PJ/2015 Tentang 
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bentuk formulir dan surat pemberitahuan (SPT) serta bukti pemotongannya. 

Pengisian bukti pemotongan pajak harus lengkap dan sesuai dengan transakasi yang 

dilakukan antara PT Kereta Api DAOP 9 Jember dengan CV Adhit Karya.  

Dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 bukti pemotongannya 

dibuat rangkap 4, yaitu: 

Lembar ke-1 : Untuk wajib pajak yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu CV             

Adhit Karya 

Lembar  ke-2 :  Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Lembar  ke-3  :  Untuk Pemotong Pajak yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember. 

Lembar ke-4 :  Untuk Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

 

 

4.5.3 Proses Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas jasa 

konstruksi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 187/PMK.03/2008 tentang tata cara 

pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha 

jasa konstruksi, maka wajib dilakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2  

yang dipotong atas penghasilan yang diterima CV Adhit Karya. PT Kereta Api 

DAOP 9 Jember sebagai pemilik pekerjaan berkewajiban menyetorkan pajak 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak 

tersebut. Apabila pada saat penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka 

penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 

Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang dilakukan oleh PT Kereta 

Api DAOP 9 Jember menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan format yang di 

isi dengan nama, NPWP, dan tanda tangan pengguna jasa dengan data dan 

perhitungan pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan dengan rekanan. 
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Dalam penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 SSP dibuat rangkap 

5 yaitu : 

1. Lembar ke-1 untuk wajib pajak atau pihak yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2. 

2. Lembar ke-2 untuk KPPN. 

3. Lembar ke-3 untuk dilaporkan PT Kereta Api DAOP 9 Jember ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). 

4. Lembar ke-4 untuk Bank persepsi yaitu Bank BNI Jember. 

5. Lembar ke-5 untuk arsip wajib pungut yaitu PT Kereta Api DAOP 9 Jember . 

Lembar ke- 4 dan ke-2 di ambil pihak bank persepsi dan lembar ke-1, 3 dan 5 

yang telah distempel dan ditandatangani pihak bank diserahkan ke PT Kereta api 

DAOP 9 Jember. 

 

4.5.4 Proses Pelaporan Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

PT Kereta Api DAOP 9 Jember  melaporkan PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi yang telah dipotong dan disetor dalam satu masa pajak (bulan takwim) 

dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT)  masa pajak penghasilan pasal 4 ayat 

2 dan dibuat rangkap 2, lembar ke-1 untuk KPP dan lembar ke-2 untuk pemotong 

pajak yaitu PT  Kereta Api DAOP 9 Jember . Surat pemberitahuan atau SPT masa 

PPh pasal 4 ayat 2 yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani oleh bagian 

keuangan kemudian disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dengan 

dilampiri: 

1. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 

2. Bukti pemotongan (Lembar ke-2) 

3. Surat Setoran Pajak (Lembar ke-3) 
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Berdasarkan Undang-Undang  No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, untuk pelaporan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 disampaikan 

selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah pemotongan pajak. Jika 

tanggal 20 hari libur maka disampaikan pada saat hari kerja berikutnya. Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember memberi bukti penerimaan surat SPT masa 

pajak penghasilan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sebagai bukti telah 

melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 

Pada kontrak kerjasama PT Kereta Api DAOP 9 Jember dengan CV Adhit Karya 

atas jasa konstruksi yang dikenakan pasal 4 ayat 2, pemotongan pajak dilakukan oleh 

PT Kereta Api DAOP 9 Jember pada tanggal 23 Desember. Kemudian tanggal 30 

desember PT Kereta Api DAOP 9 Jember melakukan penyetoran PPh pasal 4 ayat 2, 

selanjutnya melaporkan SPT masa pada tanggal 15 januari 2015 sehingga PT Kereta 

Api DAOP 9 Jember tidak mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan 

pelaporan pajaknya. 

Setelah melaporkan pajaknya ke KPP Pratama Jember, PT Kereta Api DAOP 9 

Jember memiliki kewajiban lain dalam pelaporan pajaknya, yaitu wajib melaporkan 

berkas pemungutan pajak ke Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia (persero), 

pelaporan tersebut diperlukan untuk arsip kantor pusat  PT Kereta Api. Berkas 

pemungutan pajak penghasilan dikirim melalui email, lampiran yang dikirim berupa 

SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, SSP dan bukti potong. 
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Gambar 4.2 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan atas jasa kontruksi 

penggantian jembatan beton pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember. 

 

 

. 9. 

 5. 8. 

 

 4.   

      1. 

   

  

 

  7.   2. 

 3.    

 6.  

 

 

Sumber data: wawancara dengan karyawan PT Kereta Api DAOP 9 Jember 
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Keterangan gambar: 

1. PT Kereta Api DAOP 9 Jember melalui unit jalan rel dan jembatan 

melakukan kerjasama dengan CV Adhit Karya untuk melakukan penggantian 

jembatan beton menjadi box culvert. Kerjasama tersebut diperoleh melalui 

penunjukan langsung karena kebutuhan mendesak pada kondisi objek 

pekerjaan. Pekerjaan diselesaikan dalam jangka waktu 50 hari kalender  oleh 

CV Adhit Karya, kemudian pekerjaan diserahterimakan ke PT Kereta Api 

setelah dilakukan pemeriksaan pengujian hasil pekerjaan oleh panitia 

pengujian barang dan jasa. Setelah itu CV Adhit karya mengirimkan nota 

tagihan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember , karena biaya pekerjaan 

menggunakan modal milik CV Adhit karya. Nota tagihan dikirim dengan 

dilampiri berita acara pemeriksaan dan penyerahan pekerjaan kepada Unit 

jalan rel dan jembatan. Unit jalan rel dan jembatan mengirimkan nota tagihan 

ke unit keuangan, lalu unit keuangan mengecek nota tagihan tersebut. Jika 

berkas sudah benar maka Pejabat Pengesahan pembayaran (PP) menerbitkan 

bukti pembelian langsung barang dan jasa (A13A) dan membuat surat 

permintaan pembayaran (A9) untuk mengeluarkan uang dari bendaharawan 

PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember. Kemudian Unit Keuangan 

melakukan pembayaran  melalui transfer ke rekening CV Adhit Karya sesuai 

dengan surat perjanjian. 

2. Dari pembayaran nilai kontrak yang diterima oleh CV Adhit Karya atas jasa 

kontruksi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2. 

3.  PT Kereta Api DAOP 9 Jember melalui Unit Keuangan melakukan 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dari penghasilan yang diterima 

rekanan. Kemudian membuat bukti pemotongan, bukti potong tersebut dibuat 

rangkap 4, yang diperuntukkan pada rekanan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

Pihak pemotong pajak yaitu PT Kereta Api Jember dan Kantor pusat PT 

Kereta Api Indonesia. 
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4.  Setelah dilakukan pemotongan pajak, unit keuangan menyetorkan pajak 

tersebut ke Bank persepsi dengan menggunakan surat setoran Pajak (SSP), 

surat setoran pajak dibuat rangkap 5 yaitu: Dalam penyetoran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 SSP dibuat rangkap 5 yaitu : 

1) Lembar ke satu untuk wajib pajak atau pihak yang dipotong PPh pasal 4 

ayat 2. 

2) Lembar kedua untuk KPPN. 

3) Lembar ketiga untuk dilaporkan PT Kereta Api DAOP 9 Jember ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

4) Lembar keempat untuk Bank persepsi yaitu Bank BNI Jember. 

5) Lembar kelima untuk arsip wajib pungut yaitu PT Kereta Api DAOP 9 

Jember . 

5. Lembar ke-2 dan 4 diambil pihak bank persepsi dan lembar ke-1, 2 dan 3 yang 

telah distempel dan ditandatangani pihak Bank BNI diserahkan ke PT Kereta 

Api DAOP 9 Jember. 

6. Selanjutnya PT Kereta Api daop 9 Jember melalui Unit Keuangan melaporkan 

pajaknya yang telah disetor ke bank persepsi atau Bank BNI pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember. Dengan melampirkan Daftar bukti 

pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, Bukti pemotongan (Lembar ke-2) dan Surat 

Setoran Pajak (Lembar ke-3). 

7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember memberi bukti penerimaan 

surat SPT masa pajak penghasilan pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember 

sebagai bukti telah melaporkan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. 

8. PT Kereta Api DAOP 9 Jember memberikan SSP lembar ke-1 dan bukti 

pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 pada CV Adhit karya sebagai 

bukti bahwa pajaknya telah dibayarkan. 

9. PT Kereta Api DAOP 9 Jember memiliki kewajiban lain dalam pelaporan 

pajaknya, yaitu wajib melaporkan berkas pemungutan pajak Kantor Pusat PT 

Kereta Api Indonesia (persero), pelaporan tersebut diperlukan untuk arsip 
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kantor pusat  PT Kereta Api. Berkas pemungutan pajak penghasilan dikirim 

melalui email, lampiran yang dikirim berupa SPT masa PPh pasal 4 ayat 2, 

SSP dan bukti potong. 

 

4.6 Penilaian Terhadap Kegiatan PT Kereta Api persero DAOP 9 Jember 

dalam Melaksankan Kewajiban Perpajakan 

Berdasarkan kegiatan PKN yang dilakukan penulis pada PT Kereta Api DAOP 9 

Jember. PT Kereta Api DAOP 9 Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak dibidang jasa angkutan umum. Kegiatan usaha PT Kereta Api 

sendiri tidak lepas dengan pembayaran pajak. Pajak yang dipungut maupun yang 

dibayar PT Kereta Api salah satunya dalah pajak penghasilan 21, 22, 23, 4 ayat (2). 

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya PT Kereta Api diberi wewenang 

untuk menghitungan, memotong dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terutang 

lalu dilaporkan ke KPP. 

Penilaian penulis terhadap pelaksanaan kerjasama dengan CV Adhit Karya atas 

jasa konstruksi pada PT Kereta Api DAOP 9 Jember sudah sesuai dengan surat 

perjanjian kerjasama. Kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 

pengasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah dilaksanakan dengan baik dan 

benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. 

Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 baru dilaksanakan pada tahun 2013 

oleh PT Kereta Api, sebelumnya PPh pasal 4 ayat 2 disetor sendiri oleh pihak 

rekanan. Berdasarkan PMK No 187/PMK.03/2008 Tentang tata cara pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan. Dalam hal ini PT Kereta Api sebagai pihak pemberi kerja 

atau pihak pemotong seharusnya menyetorkan sendiri pajak yang telah dipotong 

tersebut. Dari kesalahan proses administrasi pajak yang dilakukan, PT Kereta Api 

berupaya untuk meningkatkan kinerjanya serta mempelajari Undang-Undang dan 

peraturan yang berlaku sehingga tidak mengalami kesalahan dalam sistem 

administrasi perpajakan. 
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BAB 5. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan penulis pada 

PT Kereta Api DAOP 9 Jember sehubungan dengan kegiatan perpajakannya, maka 

dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan kerjasama dengan rekanan atas jasa 

konstruksi penggantian jembatan beton menjadi box culvret maka jasa tersebut dapat 

dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Sistem Pemungutan pajak pada PT kereta Api 

menggunakan withholding system yaitu menghitung menyetor dan melapor besarnya 

pajak yang terutang milik rekanan atau PT Kereta Api sebagai pihak ketiga yang 

melakukan penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh rekanan. Dalam 

kerjasama atas jasa konstruksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 PT Kereta Api 

bertindak sebagai pemotong at pajak dari rekanan. Pada saat melakukan penyetoran 

dan pelaporan pajak PT Kereta Api selalu tepat waktu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan sehingga terhindar dari sanksi administrasi. 

5.2 Saran  

Dari hasil pengamatan penulis dala kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh 

PT Kereta Api, maka penulis dapa memberi saran agar PT Kereta Api Indonesia 

(persero) DAOP 9 selalu mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 
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 Gambar 3.2 Peta Wilayah Daerah Oprasi 9 Jember 

Sumber data: PT Kereta Api DAOP 9 Jember 3
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Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember 

Sumber data : PT Kereta Api Indonesia DAOP 9 Jember 

3
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